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BARI

PEANDAHULUAN

“ Latar Belakang Permasalahan

erkembangen  ekonom dan kemajuan teknologn teleh banyak
—embenkan kemudahan kepada manusia dalam memenoht kebutthannva
‘=rhadap berbager jenis bargng atau jasa tertentu. Bahkan dalam era globalizasi
2= perdagangan bebas. kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika
szmakin sulit dibendung, dan telah memperlies roang bagi tedjadinga transaksi
Samang ataw Jasa vang dapal melmiast balas-batas wilavah seatu nepara
Fedapangan bebas membeni Lesampatan kepada  setiap negara untok
==mproduksi den memasarkan produk barane dan jasa vang mereka produksi
Lo onegara lan, termasuk Indonesia Sehingga saat ind banyvak ditemukan
Serbagal produk barang den jase baik vang berasal dan dalam megers imaupun

czn luar negeri {impor} beradar di [ndonesia,
Fondisi tersebut tente saja membawa manfal bag masvarakal sebagai
consumen, sebab mereka dapat dengan bebas memilih beraneka magam barang

=0 jasa yang ditawarken sesua dengan keinginan dan kemampuannya,

Sezmun diosisi Jain, dibalik manfzzt vang diperoleh, kemajuan teknelogt dan
serdagangan bebas dapat menvebablan konsumen tidak jzrang dinsgikan oleh
ooizhn usaha vang ingin mendapatkan keuntungan vang besar, dempan cara

=emproduksi  barang  atau jasa vang tdak memperhatikan  keschatan,



[

keselamatan dan keamaran konsemen, Untuk mengatasioyva diperlukan suatu
perlindungan hukum bao para konsumen.

Istilah konsumen berasal dam alih behasa, vaile dard kata consmmer
{Ingpms-Amenka), atau coysiment borsinen (Belanda), Secara harfiah ari
wata consimer it adalzh setiap orang vang menpoumakan barang | Begitn pula
Kamus Bahasa Inggris-Indonesia’ memberi arti kata conswmer sebapal pemakal
arau konswmen, Sedangkan dalam Pasal | Angka 2 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konswmen adalah
setiap orang pemakal barang danfatav jasa vang tersediz dalam masyaraka,
taik bagi kepentingan din sendin, keluargz, orang lain, maupun makhluk hidup
lamn dan tidak untuk diperdazangkan.

Pertindungan konswmen pada prinsipnya merupakan bagian  penting
dalam ekonomi ;‘Jasm'.'1 Walaupun penting, perlindungan konsumen fdak hanva
tzrhant dengan aspek ekonami saja namon juga terkait dengan aspek hukum,
ichab perlindungan konsumen memerluken pengamiran vang jelas dan tegas
Dam terpenuhinyve hak-hak konsumen, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
sumber dart segala sumber huokum di Indonssia, pada Alinea ke TV relah
menctapkan behwa pemerintalh wagil melindungi segenap bangsa Indonesia
“=n memaiukan kesciahiersan bangsa Indonesta, vaitn melalun pembanginan

—zzional. Pembangunan nasional  gtersebut  bertujuan untuk mewagudkan

Ar Nesution, Bl Peelindwsgmon Rencpmen Nein Pengangr, Cetabion bee2, Douda
i Jaboartn | 2006, hial. 2.
= John M. Echels don Hosan Sadiy, Komes Jagseiefndoesiy, PT, Oranedia, Jakarin
i -‘»:;1-_7|_; Mukdaman, dhkk. Berperdorn Secora Medzf Adeah dan Cepor MPengenaian
o Alernadl Perelesalon Senghets Konsmen . Pelforan daey Diad Erop), Prramida

i 2005 hal, 2




masyarakat adil dan makmur. vang dapac divujudkan melalui suato sistem
pembangunan ekenomi vang demokratis sehingea mampi meningkatkan dan
mengembangkan duma vsaha vang memproduks bamne dan jasa vang lavak
dikonsimst olel masyarakal Indonesia sebagu konsemen,

Secara universal pedoman perlindungan konsumen telah dinpmuskan oleh

ETR]

Persenkatan Banpsa-Bangsa (PEE) melalm The [N Cuddelines far Conswmer
Pretection, yang disahkan Majehs Umum PBB dengan Resolust PBB Nomaor
A/RES/3%248 tanggal 16 April 19837 Resolusi PBB ini telzh diperbaharu
pada tahun 1999, dimana dalam resolust tersebut disvatakan

U Tokiag wnte acconnt the mbferesty god meeds of corsmumers in all conniries,
pariiculary those o developing countries) reeognizing that consianers aficn
face imbalances in econpmic termy, sducafional levely and hargaming power;
and hearing v pund that constners should have the gl of aocess 1o Ron-
hozardons pradeces, as well ox Me right fo pronmie fuss, eguisable and
sustainable cooramic and social develapment ard covicarmental proteciion e
(Dengan mempermimbangkan kepentingan dan kebutuban konsumen di semua
negarg, lerutama sekali di nepara-negara berkembang,  diketaln bahwa
consumen  sering  dihedapkan pada  ketidakseumbangan dalam  hwbungan
soonomi, tingkat pendidikan dan kemampuan tawar mengwar; dan mengingat
cahvwa konsumen perle memiliki hak akses terhadap produk-produk vang ndak
Serbahava, sepermi halova hak untuk memankan pembangunan sosial dan
scomomid secara wlil, wagar dan berkelanjutan, dan hak  perlindungan

Herdasarkan Reselusi PRB ini, konsumen di semui negara mempunyai
~=i-hak yang sama, seperti hak perlindungan dan produk vang berbahaya bagi
s=szhatan dan keselamatannya, hak atas kepentingan konomt dan sosal dalam
semmanpunan, hak uank mendapatkan  mformast. hak untuk mendapat

crcemgan vang baik das Bersth serta kewajiban uniuk memnjaga lingkungan itu,

imat Bhofie Perfimdungan Kossieien dae Sesranea-fesrsamion Muivspns Celakan
. 7 ez Adiva Bakd, Bandung 22003, hob L5

wate Unpted  Manons Confzrence On Trade And Development (DNCTADRD -
miozd org'en'docs (ierakhor kale dikenimay pada tangeal & Nopember 20077



“zm hak untuk wmendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbay seluruh

zzomnva mntuk memberlekukan hak-hak konsumen tersebut dinegaranya

=SSN E-MAsING.

Pemenntzh Indenesia telah memndaklasjuti The UN Guidelines for
Comsumer Profectior tersebut, vaito dengan disabkannva Undang-Undang
“eomor 8 Tehun 1999 fentang Perlindungan Konswmen pada tanggal 22 Apnl
S UL Perlindungan Konswmen), UL Perlindungan  Konsumen secara
=om memual 15 Babdan 63 Pasal, dan mengatur mengenai asas dan tujuan,
Zak dan kewajiban dan komswmen dan pelaku vsaha, tangeung jawab pelaku
—zme pembinaan dan pengawasan darn pemerintah, penyelesaian sengketa dan
sme= Lahimya UL Perlindungan Konsumen ini memberikan harapan bagi
skt Indonesiz unmk memperaleh perlindunzan atas kemagian yvang
Sz atas ransakisi siatu barang arau jasa

“ia beberapr negarg wvany juga telgh mempunyal Undang-Undang
F=Sr=fumpan Nonsumen, seperti;

— s

Teatand  Consimer Aet tahun 1979;

omralia Conswmer Affairs Act tahun 1978;

Taedm . Consumer Information Act tahun 1978,

Smi=dia - Constmer Prateciion Aot tahun 1978

Socspura © The Consamer Protection (Trade Description and . Safery
f=swremant Actj tahun 1975;

v wmemaz - The Uonsweer Protection Aot, dan The Consumer Profection
et Aof tahim 1971

e - The Canstmer Proteciion Act tahun 1970, diamendir tghun [973;
L =g The Consyimer Protection Fendamernial Aoy fahun 1968

S imeRa Serikar The Liniform Trade Practices and Consumer Protection
o= mm 1967, diamendir tahun 1969 dan tabun 1970,

il b i

ll

o = Rimampang. Aspek Bwsem Feriflosan Delam Perspeknl Perlindumpon
s T T Adin Bak, Bandung 2004, hal, 31
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Sebelumnya Amenka Scokat sudah seyak fahun 1914 memiliki Federal
Frode Commission, vang bertugas melakukan tindekan  pensawassn  dan
pergatuhan sanksi atas praktek perdagangan vdak sehat vang  berakibar
merugikan konsumen. Negara lain vang juga sudsh memiliki Undang-Undang
Perlindungan Konsumean adalah Korea vang mempunyai Canspmer Proiecrion
Act talnm 1936, India dengan Comsiemer Provection Aot Nomor 68 tahun 1986,
dan Republik Rakyat China vang mempunyai Ssijing Mynicipal Regidanair on
Prageceion of Consumer Legal Right and tnserest”

Pada umumnya konsumen tidak mengetahue dan bahan apa suatu peoduk
dibuat. bagaimana proses pembuatannya, serta swralegi pasair apa vang
dyalankas alsh pelakn nsaba unk mendismibusikan produk sersebus. Oleh
sarena o diperfukan Laidah-Kaidah bakom vang melindungt konsumen. vaitu
mzlzluw hukum perlindungan Konswzen, Perlindungen hukum bagi kenswmen
sangal penting mengingat adanya keterbatasan pengerahuan konsumen terhadap
oroduk barang astau jasa vang fa konsumsi, dapar merngikan  mereka,
metorbatasan pengetahuan tersebut menvebabkan Redudukan konsumen dan
z2lakn vaahe menjadi ndak sembang

Walaupun UL Perlindungan Konsumen relah mulal berlaku sejak rangeal
20 Apnl 2000, namun sampal sckarzng masth terjadi peolanpgaran hak-hak
comsumen oleh pelaku usaba, sepermi perjanjian standar (klavsula baka), iklan

=z ndek sesuar dengan produk vang ditawarken, peredaran produk-produk

s den sebapainya. Padahal hakekamya, lebih dan 200 juta penduduk

Y sud Shofte, i, hal 14
==daria, ek Feelindngen Rompren Indoresir, PT, Grasmde, Jakans 2002 bal, 4



BAR IV
RESIMPULAN DAN SARAN

Tdari waraian yang telah dikemukakan pada bab-hab terdabiulu, make berikur
1nd mernpakan kesimpulan dan saran penulis dari pembaliasan penelitian i ;
A Keslmpulan

. Bentwk perlindungan bhukum  vang diberkan  oleh pemerintah  bagi
konsumen pengguna Kesmelik impor i Kota Padang adalah berupa
penindaken  secara bukwm  terhadap pelanggaran-pelanggaren  yang
dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran vang ditemukan dalam pecedaran
mosmetik impor di Kota Padang antara lain © pemalsuan kosmetik,
pelangaaran dibidang produksi dan distribusi kosmetik, serla produk
kosmetik impor illegal. Pada tabun 2002 Penvidik Pegawai Neger Sipil
(PENS) BPOM telah melabubzn penvidikan terhadap pelaky usaha
fdistributor) kosmetik yang menjual kosmetik impor vang menpandung
bahan berbahaya dan tidak memiliki fein edar. Kasus tesselin 1elah diputus
alzh Pengadilan Negeri Padang,

= Berkattan dengan upaya hukum vang dilakokan aleh konsumen pengguna
kosmetik impaor, pada umuemnya kensumen belum memanfaatkan upaya
hukum yang telah digtur dalam UL Perindungan Bonsumen. Kansumen
lidak mau melapor atau menvampaikan kerugian yang mereka derita
kepada pihak yang berwenang, dan konsumen jugs belum memiliki
mesadaren untuk menuntul apa yang menjadi haknva untuk mendapatkan

peflindungan  bukum. Sampal saat ini belom ada gugatan konsumen




By

penama kosmettk mpar terhadap pelaku usaba vang diterzma oleh Badan
Penvelesaian senpketa konsumen (BPSK} Kota Padang. Dan hanva ada
sam kasus pengaduan konswmen berkatan dengan kosmelik mmpor ke
Yayesan Lembapa Konsumen Indonesia (YLKL) Sumaterzs Barat peds

tahun 2006-2007.

B. Saran-Saran

I, Untek  mewujudkan  perlindungan hukom bagr konsumen  pengiuna
kogmetik impor, diperlukan kegjasama yang batk antars pemerintah, dalam
hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPOM, dan Lembaga
Perlindungan Koenswmen Swedava  Alasvarakat, serta pencgak hukum
(kepolisian, kejaksaan dam pengadilan) Kerjasama im dapat dilakukan
dengan memmngkatkan pengawaszan peredaran kosmetik impor secara nsin
dan melgkukan sosializast UL Perlindungan Kansumen kepada masyarakat
schingpa masyarakat mengetahw hak-hak dan  kewapibannya  sebagai
kensumen, Apar kerjasama ini dapat berjalan dengan batk, diperlukan dana
vang memadai yang harus disediakan aleh pemerintah.

2. Masyvarakat sebapgal konsumen harus berhati-hati dalam pengeunaan produk
kosmetik impor agar terhindar dari mengkonsums: Kosmetik  vang
berbzhava yang dapat merugiken keschatan dan keselamatan mereka.
Konswmet jangan merass ragy untuk melaporkan kenagian yang dialzmi
baik kepada BPSK atau YLKI, karena UU Perlindungan Konsumen
memberikan upava hukum bagt kensumen yang dirogikan oleh pelatu

usaha. Dan konsumen harus bisa meman faatkan wpaya hukum tersebut.
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